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ABSTRAK

Anggi Mentari Hasibuan, NPM. 1405170570. ANALISIS IMPLEMENTAS PSAK
NO. 7 ATAS AKUNTANSI PIHAK-PIHAK BERELAS PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA |11 (PERSERO) MEDAN, 2018. Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi akuntansi atas pihak-
pihak berelasi pada PT. Perkebunan Nusantara Il (Persero) Medan sudah sesua dengan
PSAK No. 7 atas Pihak-Pihak Berelasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelian deskriptif kualitatif. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer dengan
menggunakan dokumentasi dengan mengumpulkan dan menganalisa lgporan keuangan PT.
Perkebunan Nusantara |1l (Persero) Medan, dan data sekunder dengan menggunakan
wawancara yang telah dirincikan.

Hasil dalam penelitian ini yaitu PT. Perkebunan Nusantara Il (Persero) Medan telah
mengimplementasikan PSAK No. 7 atas Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Namun
masih ditemukan kesalaghan dalam implementasi akuntans pada laporan keuangan PT.
Perkebunan Nusantara 111 (Persero) Medan diantaranya yaitu pengakuan yang hanya
mengakui sebagai cadangan kerugian atas piutang tidak tertagih, penilaian yang hanya
mencadangkan atas penurunan nila piutang satu pihak berelas ga yaitu Jic Wood
Company, Ltd. , pencatatan yang hanya mencatat satu atas piutang tidak tertagih milik Jic
Wood Company, Ltd. dan tidak dilakukan koreksi penilaian, dan penygian yang
menyajikan beban lain-lain pada lgporan laba rugi yang tidak sesuai dengan jumlah saldo
beban laon-lain yang sebenarnya

Kata Kunci : Implementasi Akuntansi, Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, L aporan
Keuangan, PSAK No. 7.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha di era globalisasi menghadapkan Negara
Indonesia pada permasalahan yang semakin luas dan kompleks serta persaingan
yang ketat dalam merebut pasar. Persaingan antara satu perusahaan dengan
perusahaan lainnya semakin ketat, belum lagi kondisi perekonomian yang tidak
menentu  menyebabkan banyak perusahaan yang tibatiba mengalami
kebangkrutan. Maka dari itu setiap perusahaan baik dibidang jasa maupun dagang
mempunyai tujuan utama yaitu untuk memperoleh keuntungan, agar dapat
mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan hidup perusahaan didalam
persaingan ekonomi dunia.

Perusahaan dikatakan baik ataupun berhasil apabila memperoleh laba yang
baik atau tinggi. Maka dalam hal ini perusahaan harus membuat laporan
keuangannya dengan baik pula. Menurut James et all (2009 : 22) menyatakan
“Laporan keuangan adalah laporan akuntansi yang menyediakan informasi
tentang posisi keuangan pada saat tertentu yang ditujukan bagi pengguna laporan
didalam maupun diluar perusahaan untuk menilai dan mengambil keputusan yang
berhubungan dengan baik.”

Kepemilikan perusahaan publik hampir di semua negara cenderung
terkonsentrasi, termasuk di Indonesia (Siregar, 2007). Struktur kepemilikan yang
terkonsentrasi ini menyebabkan makin besarnya kemungkinan pihak mayoritas

melakukan ekspropriasi kekayaan yang salah satunya dilakukan melalui transaksi



dengan pihak berelasi. Transaksi pihak — pihak berelasi dewasa ini mendapat
perhatian yang sangat serius baik dari dalam kalangan dunia bisnis maupun dari
pihak otoritas perpajakan.

Pada dasarnya transaksi antar pihak yang mempunya hubungan istimewa
adalah suatu kesepakatan atau pengaturan bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak
yang saling tidak bebas satu dengan lainnya untuk tujuan tertentu. Unsur
kesepakatan dalam menentukan harga transaksi adalah hal yang paling menjadi
perhatian, karena kesepakatan dalam penentuan harga dapat membawa dampak
keuntungan maupun kerugian bagi pihak-pihak terkait (stake holder). Stake
holder yang perlu mendapat informasi yang transparan dari transaksi di atas
antaralain, investor, kreditor, pemegang saham.

Di Indonesia, berbagai kriteria pengungkapan transaksi pihak berelasi telah
diatur oleh BAPEPAM-LK melalui peraturan VIII. G 7 yang menyebutkan bahwa
semua perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang
menyebutkan bahwa semua perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia
(BEI) perlu mengungkapkan transaksi pihak berelasi pada laporan keuangan, dan
pengungkapan transaksi pihak berelasi ini merupakan bentuk dari pengungkapan
yang wajib (mandatory disclosure). Basis atau dasar peraturan VIII. G. 7
merupakan rujukan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor
7 mengenai “Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa’.
Peraturan pengungkapan transaksi pihak berelasi ini kemudian terus diperbaharui.
Peraturan terbaru yang ada saat ini digunakan adalah Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-347/BL/2012

tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan



Publik yang diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2012. Dengan dipenuhinya seluruh
kriteria yang wajib diungkapkan perusahaan pada peraturan ini, diharapkan
perusahaan mampu untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan praktek
penyalahgunaan transaksi pihak berelasi.

PSAK 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi ini berkaitan dengan
pengungkapan pihak-pihak berelasi dan transaksi antara pihak-pihak berelasi.
PSAK 7 (revisi 2010) menggantikan PSAK 7 Pengungkapan Pihak-Pihak yang
Mempunyai Hubungan Istimewa revisi 1994. DSAK-IAI memutuskan untuk tidak
menggunakan kata “istimewa’ namun menggunakan “berelasi” merujuk pada
istilah bahasa Inggris yang menggunakan kata Related Party dalam Standar
Akuntansi Internasional yakni IAS 24 Related Party Disclosures. Secara filosofis
hubungan yang dimaksud dalam PSAK 7 memang tidak selalu istimewa dan kata
istimewa memiliki ambiguitas. PSAK 7 (revisi 2010) berlaku efektif sejak 1
Januari 2011. PSAK 7 (revisi 2010) banyak membuat pengaturan baru yang
sebelumnya tidak terdapat dalam PSAK 7 1994 seperti misalnya adalah untuk
pelaporan perusahaan BUMN. Dalam PSAK 7 1994, BUMN dikecualikan dalam
ruang lingkup, sehingga transaksi antar-BUMN tidak termasuk dalam transaksi
dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Namun dalam PSAK 7 (revisi
2010), BUMN termasuk dalam ruang lingkup, walaupun pengungkapan transaksi
antar-BUMN tidak perlu sedetil dengan transaksi sektor privat.

Menurut PSAK 7 (Penyesuaian 2015) “Pihak-pihak berelasi adalah orang
atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya
(dalam pernyataan ini dirujuk sebagai entitas pelapor)”. ED PSAK 7 (Penyesuaian

2015) menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi bahwa suatu entitas



berelasi dengan entitas pelapor ketika entitas, atau anggota dari kelompok yang
mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa
personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari
entitas pelapor. Anggota manajemen kunci didefenisikan dalam PSAK 7 sebagai
orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk
merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor, yang
meliputi anggota dewan komisaris, direksi, manajer dari perusahaan, serta anggota
keluarga dekat orang-orang tersebut.

Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah PT. Perkebunan Nusantara
1l (Persero) Medan yang merupakan hasil peleburan dari PT. Perkebunan
Nusantara lll, 1V, V sesuai Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun
1996 tanggal 14 Februari 1996. Peleburan tersebut dilakukan dalam rangka
restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perkebunan.
Pendirian perusahaan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 11 Maret 1996 dari Harun
Kamil, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia dalan Surat Keputusan No. C2-8331
HT.01.01.Th 96 tanggal 8 Agustus 1996 serta diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1996, tambahan No. 8674. PT.
Perkebunan Nusantara |1l yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan,
pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha perseroan
mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet.

Berikut ini adalah laporan keuangan perusahaan yang memperlihatkan adanya
PT. Perkebunan Nusantara |1l dalam memiliki hubungan dengan Pihak-Pihak

Berelasi yaitu piutang lain-lain pihak berelasi padatahun 2015 dan 2016.



Tabel 1.1
Daftar Kas dan setara kas, piutang lain-lain pihak berelasi, dan jumlah
perusahaan yang berelas

Keterangan 2015 2016
Kas dan setara kas 827.081.535.887 645.764.362.616
Piutang lain-lain pihak berelasi 120.371.909.275 159.933.280.129
Jumlah perusahaan yang berelasi
dengan PT. PN 111 39 perusahaan
Sumber : Laporan Posisi Keuangan PT. Perkebunan Nusantara Il |
Tabel 1.2
Daftar Piutang Tak Tertagih Selama Dua Tahun
Pihak-Pihak Berelasi 2015 2016
J C Wood Company, Ltd 5.600.690.854 5.600.690.854
PT ESW Nusantara Tiga 4.762.866.825 4.762.866.825
Cadangan Kerugian - (5.600.690.854)
Penurunan Nilai

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Perkebunan Nusantara 11

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa ada 39 perusahaan yang
berelasi dengan PT. Perkebunan Nusantara Il dan mengalami penurunan kas dan
setara kas pada tahun 2015 sampai tahun 2016, sedangkan piutang lain-lain pihak
berelasi mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Hal ini berarti
dengan keadaan piutang yang mengalami kenaikan artinya perusahaan tidak
memperoleh uang kas yang menyebabkan potensi kas tertunda. Dengan begitu
piutang perusahaan ada yang tidak efektif dan menyebabkan laporan keuangan
dan rasio piutang tidak bagus.

Menurut Kieso, et a. (2011 : 355) menyatakan bahwa “Perusahaan menilai
piutang terhadap penurunan kas periode pelaporan dan bentuk penilaian
penurunan dengan mempertimbangkan apakah terdapat bukti obyektif

menunjukkan bahwa satu atau lebih peristiwa kerugian telah terjadi”.



Perusahaan melaporkan atas laporan keuangan dilakukan biasanya setiap
akhir periode akuntansi, biasanya pada akhir Desember. Dalam Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 (Penyesuaian 2015) paragraf 17
yaitu jika telah terjadi transaksi antara pihak-pihak berelasi, perusahaan pelapor
harus mengungkapkan informasi mengenal nilai transaksi dan jumlah saldo
(outstanding balances) yang diperlukan untuk memahami dampak potensial dari
pihak-pihak berelasi terhadap laporan keuangan, yang seharusnya mencakup
minimal, (i) nilai transaksi (ii) jumlah saldo termasuk komitmen (iii) penyisihan
piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut, dan (iv) beban yang
diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan dari pihak-
pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara Il (Persero) Medan atas
pinjaman kepada pihak-pihak berelasi yang tidak bayar dan menyebabkan
penurunan nilai atas piutang. Dalam hal ini, PT. Perkebunan Nusantara |11 Medan
mengalami piutang tak tertagih yang telah jatuh tempo dan telah melebihi batas
waktu bersyarat pembayaran, maka menyebabkan penyisihan piutang sehingga
timbulnya cadangan piutang tak tertagih.

Sesuai dengan PSAK 55, piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Nilai
wajar merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak
pada tanggal transaksi. Nilai pertukaran ini dapat dipengaruhi oleh adanya
hubungan berelasi, karenanya piutang dari pihak berelasi perlu diungkapkan
secara khusus.

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa ada dua perusahaan yang berelasi dengan PT.

Perkebunan Nusantara 111 (Persero) Medan telah melewati dari syarat yang telah



ditetapkan untuk pengembalian piutang selama satu periode. Dua perusahaan
tersebut tidak mengembalikan piutang tersebut kepada PT. Perkebunan Nusantara
yang telah melewati dua periode. Menurut Reeves dan Warren (2009: 455),
“Seluruh piutang yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi kas dalam waktu
satu tahun disajikan dalam bagian aset lancar dari neraca’.

Piutang pihak berelasi yang menjadi piutang ragu-ragu yang tidak tertagih
dan tidak kembali dari kedua perusahaan yang berelasi dengan PT. Perkebunan
Nusantara I1I, melakukan impair atau disisihkan. Maka dari itu perusahaan
membuat adanya reklasifikasi dan tidak melakukan penghapusan piutang. Dalam
Buku (Intermediate Accounting, 2004) “Piutang usaha yang tidak dapat ditagih,
harus dihapuskan sehingga akan dianggap menjadi beban bagi perusahaan.”

Perusahaan dalam mengakui piutang ragu-ragu atau piutang tidak tertagih
dalam satu periode akuntansi yaitu tetap sebagai cadangan kerugian piutang.
Berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia 3.1 Pasal 9 Penyajian piutang dalam
neraca harus tetap menyajikan jumlah bruto piutang karena piutang yang tidak
dapat direalisasikan hanya berdasarkan taksiran.

Cadangan penurunan nilai piutang yang diakui oleh perusahaan hanya satu
perusahaan dari pihak berelasi, sementara dari tabel dilihat bahwa ada dua
perusahaan yang berelasi dengan PT. Perkebunan Nusantara 11l Medan dan
setelah melewati satu periode dalam batas pelaporan perusahaan tetap
mengakuinya sebagai cadangan kerugian piutang. Menurut Dwi (2012) penyajian
piutang di dalam laporan keuangan disgjikan “Jika perusahaan membentuk
cadangan kerugian piutang, harus dicantumkan penjelasannya di dalam neraca

bahwa saldo piutang tersebut adalah jumlah bersih (neto).”



Dari implementasi akuntansi atas pengakuan piutang yang diakui oleh PT.
Perkebunan Nusantara |11 Persero Medan tersebut telah menyimpang berdasarkan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 (Penyesuaian 2015)
paragraf 17 “Jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam
satu periode maka entitas mengungkapkan : point (iii) dan (iv) yaitu : penyisihan
piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut dan diakui sebagai beban
selama periode akuntansi dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan dari
pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK NOMOR 7 ATAS
AKUNTANSI PIHAK-PIHAK BERELASI PADA PT. PERKEBUNAN

NUSANTARA |1l (PERSERO) MEDAN”

B. ldentifikas Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka identifikasi
masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Piutang lain-lain pihak berelasi PT. Perkebunan Nusantara |1l Persero
Medan yang tidak tertagih termasuk ke cadangan kerugian piutang
2. PT. Perkebunan Nusantara Ill Persero Medan dalam satu periode
akuntansi tetap mengakui sebagai cadangan atas penurunan nilai piutang
3. Piutang tidak tertagih pihak-pihak berelasi PT. Perkebunan Nusantara I11
Persero Medan telah melewati batas pengembalian dari satu tahun umur

piutang



4. PT. Perkebunan Nusantara Il Persero Medan tidak melakukan
penghapusan piutang
5. Kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi menyebabkan potensi kas

tertunda

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, dapat
dirumuskan masalah yaitu “Bagaimana implementasi PSAK No. 7 atas pihak-

pihak berelasi pada PT. Perkebunan Nusantaralll (Persero) Medan?’

D. Tujuan dan Manfaat Pendlitian
1. Tujuan Penelitian
Untuk menganalisis implementasi akuntansi pihak-pihak berelasi yang
digunakan PT. Peerkebunan Nusantara Il Persero Medan sudah sesuai
dengan PSAK No. 7
2. Manfaat Penelitian
Manfaat bagi penelitian ini adalah :
a. Bagi Penulis
Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih
mendalam mengenai teori tentang pihak-pihak berelasi dengan
praktik yang diterapkan perusahaan
b. Bagi Perusahaan
Penelitian ini dapat memberikan informasi pada perusahaan

mengenai implementasi yang diterapkan perusahaan dengan teori
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yang sesuai menurut PSAK No. 7 tentang Pihak-Pihak Berelasi
sudah sesuai atau perlu adanya perbaikan

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang | mplementasi
atas Akuntansi Pihak-Pihak Berelasi Menurut PSAK No. 7, dapat
menjadi referensi dan dapat memberikan informasi dalam
melakukan penelitian yang sejenis serta dapat menjadi bahan

pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.
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BAB Il

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

Dalam melakukan suatu penelitian, teori yang relevan dibutuhkan untuk
mendukung hasil penelitian sehingga menjadi optimal (Siregar, 2012). Penelitian
ini mencoba untuk melihat dan menemukan bukti empiris mengenai implementasi
pengungkapan pihak-pihak berelasi berdasarkan PSAK Nomor 7 (revisi 2015).

1. Pengertian Implementas

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Bentuk kata kerjanya
adalah mengimplementasikan yang artinya melaksanakan atau menerapkan.
Arti implementasi adalah bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang
telah dirancang dengan matang sebelumnya.

Definisi implementasi adalah sesuatu hal yang bermuara pada aksi,
aktivitas, tindakan, serta adanya mekanisme dari suatu sistem. Implementasi
tidak hanya sekedar aktivitas monoton belaka, tetapi merupakan suatu
kegiatan yang terencana secara baik yang berguna untuk mencapai tujuan
tertentu (Usman, 2009).

2. Définis Pihak-Pihak Berelas

Yang dimaksud dengan pihak-pihak berelasi menurut PSAK 7 (revisi
2015) adalah orang atau entitas yang menyiapkan laporan keuangannya
(entitas pelapor) yaitu:

a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas

pelapor jika orang tersebut :



b)

(i)

(i)
(iii)
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memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas
pelapor;

memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas

pelapor.

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu

hal berikut:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha
yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak
berikutnya terkait dengan entitas lain).

Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas
lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan
anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut
adalah anggotanya).

Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga
yang sama.

Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas
yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk
imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang
terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas
yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor

juga berelasi dengan entitas pelapor.
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(vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang
yang diidentifikasi dalam huruf (a).

(vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh
signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau
entitas induk dari entitas).

Pihak-pihak berelasi didefenisikan secara luas dalam PSAK Nomor 7. Suatu
perusahaan dikatakan mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan pelapor
jika (paragraf 9) :

a Perusahaan tersebut yang melalui satu satau lebih perantara
mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah ventura
bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies,
subsidiaries, sub-subsidiaries, dan fellow subsidiaries) ;

b. Perusahaan tersebut adalah perusahaan asosiasi (sebagaimana
didefenisikan dalam PSAK 15 Investasi dalam Perusahaan Asosiasi) ;

c. Perusahaan tersebut adalah perusahaan ventura bersama di mana
perusahaan pelapor menjadi venture (sebagaimana didefenisikan dalam
PSAK 12 Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama Perusahaan tersebut
adalah perorangan (dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut)
dari anggota mangjemen kunci perusahaan pelapor atau induk
perusahaannya

d. Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang mengendalikan, ventura
bersama, atau yang dipengaruhi secara signifikan oleh individu (dan
anggota keluarga dekat dari individu tersebut) dari anggota manajemen

kunci perusahaan pelapor atau induk perusahaannya ;
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e. Perusahaan tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk
imbalan kerja dari salah satu perusahaan pelapor atau perusahaan mana
pun yang berelasi dengan perusahaan pelapor.

3. Pengertian Pengungkapan

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan
keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses
akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen
keuangan.

Evans (2003) dalam Suwardjono (2008) mengartikan pengungkapan sebagai
berikut:

Disclosure means supplying information in the financial statements
themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosure
associated with the statements. It does not extend to public or private statements
by made management or information provided outside the financial statement.

Y ang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu “Pengungkapan berarti
menyediakan informasi dalam laporan keuangan itu sendiri, catatan atas
pernyataan, dan pengungkapan tambahan yang terkait dengan pernyataan tersebut.
Laporan ini tidak mencakup pernyataan publik atau pribadi oleh manajemen atau
informasi yang diberikan di luar laporan keuangan

Evans (2003) dalam Suwardjono (2008) juga menyatakan bahwa pernyataan
manajemen dalam surat kabar atau media masa lain serta informasi di luar ruang
lingkup pelaporan keuangan tidak termasuk dalam pengertian pengungkapan.

Ada dua jenis pengungkapan yang ditetapkan oleh standar dan regulasi, yaitu :

a.  Pengungkapan Wajib (mandatory disclosure)
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Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang diisyaratkan oleh
peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Bapepam LK yakni Peraturan
No. VIII G. 7 tentang Pedoman Penyajian L aporan Keuangan dan Peraturan
No. VIII G.2 tentang Laporan Tahunan yang berlaku bagi semua perusahaan
yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan public, PSAK No.
7 (revisi 2010) termasuk dalam pengungkapan wajib.

b.  Pengungkapan Sukarela (voluntary disclosure)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara
sukarela oleh perusahaan tanpa diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.
Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui
pengungkapan sukarela secara lebih luas untuk membantu investor dalam
memahami strategi bisnis manajemen. Pengungkapan sukarela merupakan
pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan
tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Luas pengungkapan dari waktu ke waktu mengalami perkembangan,
dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial budaya suatu negara, teknologi informasi,
kepemilikan perusahaan dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang
berwenang. Ada tiga konsep umum dalam pengungkapan yakni:

1) Adequate disclosure (pengungkapan cukup), yaitu pengungkapan yang
dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan memenuhi kewagjiban dalam
menyampaikan informasi yang sesuai dengan standar minimum yang
diwajibkan. Pengungkapan jenis ini yang paling banyak dilakukan oleh

perusahaan.



16

2) Fair disclosure (pengungkapan wajar), Yyaitu pengungkapan yang
dilakukan oleh perusahaan dengan hanya memberikan sejumlah
informasi yang sekiranya dapat memuaskan pengguna laporan keuangan.

3) Full disclosure (pengungkapan penuh), yaitu pengungkapan yang
menyajikan semua informasi yang relevan sehingga dapat membantu
mengurangi terjadinya informasi asimetris, namun seringkali dinilai
berlebihan.

Dalam buku Teori Akuntansi Perekayassan Pelaporan Keuangan
(Suwardono,2008) menyatakan bahwa secara umum, tujuan pengungkapan adalah
menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan
keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang
berbeda-beda. Dalam implementasinya, investor dan kreditor bervariasi dalam hal
kecanggihannya (sophistication). Hal ini dikarenakan pasar modal merupakan
sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat, sehingga pengungkapan dapat
diwajibkan untuk melindungi (protective), informatif (informative), dan melayani
kebutuhan khusus (differential).

a  Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai
cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan
mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau
tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomi
yang melandasi suatu pos datemen keuangan. Dengan kata lain,

pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang
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mungkin kurang adil dan terbuka (unfair). Dengan tujuan ini, tingkat dan
volume pengungkapan akan menjadi tinggi.
b. Tujuan Informatif.

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakal yang dituju
sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian,
pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu
keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut.

c. Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan
tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi
dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara
untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan
pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut
pengungkapan secara rinci.

Di sisi lain, dalam buku Accounting Theory, Riahi dan Belkaoui (2006)
menjelaskan bahwa tujuan dari pengungkapan diantaranya:
1. Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor
menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui.
2. Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi
mereka.
Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis
informasi disgjikan kepada pemakai dalam satu perangkat statemen keuangan
besertainformasi lain yang berpaut (Suwardjono, 2008). Informasi dapat disajikan

dalam pelaporan keuangan diantaranya sebagai: pos statemen keuangan, catatan
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kaki (catatan atas statemen keuangan), penggunaan istilah teknis (terminologi),
penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan
komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi.

4. Pengungkapan Informas Pihak-Pihak Berelas

Hubungan istimewa dengan suatu pihak dapat mempunyai hubungan dampak
atas posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pelapor.

Pihak-pihak berelasi dapat melakukan transaksi yang tidak akan dilakukan
oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan berelasi. Sebagai contoh, anak
perusahaan yang bermaksud mempertahankan tanahnya sebagai property
investasi, mungkin harus menjual tanahnya ke induk perusahaannya atas instruksi
dari induk perusahaannya tersebuit.

Transaksi antara pihak-pihak berelasi juga dapat dilakukan dengan harga
yang berbeda dengan transaksi serupa yang dilakukan antara pihak-pihak yang
tidak mempunyai hubungan berelasi. Sebagai contoh, anak perusahaan yang
biasanya menjual produknya ke pihak independen dengan harga jual normal,
mungkin akan diminta untuk menjual produknya ke induk perusahaan dengan
harga pokok sgja. Namun bisa sgja dua perusahaan yang berelasi memiliki
transaksi yang tidak normal kepada induknya.

Mengingat dampak dari hubungan berelasi dengan suatu pihak, PSAK 7
mensyaratkan pengungkapan informasi tertentu dari pihak-pihak berelasi.

Pertama, perusahaan pelapor wajib mengungkapkan adanya hubungan
berelasi bila terdapat pengendalian (misalnya, hubungan induk perusahaan-anak

perusahaan), walaupun tidak terdapat transaksi antara pihak berelasi tersebut.
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Kedua, jika telah terjadi transaksi antara pihak-pihak berelasi, perusahaan

pelapor harus mengungkapkan (paragraph 17) :

a) Sifat hubungan berelas

b)

Informasi lainnya mengenai nilai transaksi dan jumlah saldo (outstanding

balances) yang diperlukan untuk memahami dampak potensial dari

hubungan berelasi terhadap laporan keuangan, yang seharusnya

mencakup minimal :

(1) nilai transaksi

(2) jumlah saldo termasuk komitmen

(3) penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut,
dan

(4) beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau

penghapusan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

PSAK 7 lebih jauh mensyaratkan suatu perusahaan untuk mengungkapkan

informasi yang dibutuhkan berdasarkan paragraph 17 secara terpisah untuk setiap

kategori di bawah ini (paragraph 18) :

a)

b)

Induk perusahaan

Perusahaan dengan ventura bersama atau pengaruh signifikan terhadap
perusahaan pelapor

Anak perusahaan

Perusahaan asosiasi

Ventura bersama di mana perusahaan pelapor menjadi venture

Anggota manajemen kunci dari perusahaan pelapor atau induk

perusahaannya
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g) Pihak-pihak berelasi lainnya

Terakhir, PSAK 7 juga mensyaratkan suatu perusahaan untuk
mengungkapkan kompensasi manajemen kunci.

Tujuan dari PSAK 7 (revisi 2010) di dalam Paragraf 01 yaitu memastikan
bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk
dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa laporan posisi keuangan dan
laporan labarugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh
transaksi dan saldo, termasuk komitmen dengan pihak-pihak tersebut. Sedangkan
tujuan daripada pengungkapan itu sendiri dikarenakan hubungan antar pihak
berelasi merupakan suatu karakteristik normal dari suatu perdagangan dan bisnis.
Namun keberadaan pihak berelasi tersebut mungkin saja dapat mempengaruhi
laporan keuangan dan transaksi entitas dengan pihak lain. Oleh karena itu,
pengetahuan mengenai transaksi, saldo, termasuk komitmen, dan hubungan entitas
dengan pihak-pihak berelasi diperlukan oleh pengguna laporan keuangan dalam
menilai operasi entitas termasuk resiko dan kesempatan yang dihadapi entitas.

Berdasarkan PSAK No. 7 tentang Pihak-Pihak Berelasi (penyesuaian 2015)
bahwa pengungkapan untuk seluruh entitas yang terdapat pada :

a. Paragraph 17 A yaitu “Jika entitas memperoleh jasa personil mangemen
kunci dari entitas lain (“entitas mangjemen”), maka entitas tidak disyaratkan
untuk menerapkan persyaratan dalam paragraf 17 atas imbalan yang
dibayarkan atau terutang oleh entitas manajemen kepada pekerja atau direktur

entitas manajemen”.
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b. Paragraf 18 A yaitu “Jumlah yang dibayarkan oleh entitas untuk penyediaan

jasa personil manajemen kunci yang disediakan oleh entitas manajemen yang

terpisah diungkapkan”.

5. Perbedaan dengan IFRS

PSAK 7 (revisi 2010) mengenai Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi

mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 24 Related Party Disclosures per 4

November 2009, kecuali:

1)

2)

3)

IAS 24 paragraf 03 yang menjadi PSAK 7 (revisi 2010) paragraf 3
mengenai ruang lingkup dengan menghilangkan penerapan PSAK 7
(revisi 2010) atas laporan keuangan tersendiri venturer dan investor.
Hal ini untuk konsistensi pengaturan dengan PSAK 4 (revisi 2009)
mengenai Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan
Tersendiri.

IAS 24 paragraf 13 yang menjadi PSAK 7 (revisi 2010) paragraf 13
mengenai pengungkapan antara entitas induk dan entitas anak dengan
menghilangkan pengungkapan untuk entitas induk yang tidak
menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Hal ini untuk konsistensi
pengaturan dengan PSAK 4 (revisi 2009) yang mengharuskan semua
entitas induk untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian.

IAS 24 paragraf 16 mengenai entitas induk yang menyajikan laporan
keuangan konsolidasian dalam suatu kelompok usaha tidak diadopsi.
Hal ini untuk konsistensi pengaturan dengan PSAK 4 (revisi 2009)

sebagaimana dijelaskan di angka 2.
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Pengertian Transaks dan Saldo Pihak Berelas

Transaksi pihak berelasi terjadi ketika perusahaan sepakat bertransaksi

dengan salah satu pihak yang memiliki kemampuan mempengaruhi atau

dipengaruhi oleh perusahaan dengan signifikan (Kieso, 2011: 132).

Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7

tentang Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa,

diberikan definisi sebagai berikut :

“Transaksi pihak-pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa,

atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah

ada harga yang dibebankan (Paragraf 9)”

Contoh-contoh transaksi yang diungkapkan jika pihak tersebut adalah pihak

berelasi menurut paragraph 20 yaitu :

a

b.

Pembelian atau penjualan barang (barang jadi atau setengah jadi)

Pembelian atau penjualan properti dan asset lain

Penyediaan atau penerimaan jasa

Sewa

Pengalihan riset dan pengembangan

Pengalihan di bawah perjanjian lisensi

Pengalihan di bawah perjanjian pembiayaan (termasuk pinjaman dari
kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai ataupun natura)

Provisi atas jaminan atau agunan

Komitmen untuk berbuat sesuatu jika peristiwa khusus terjadi atau tidak
terjadi di masa depan, termasuk kontrak eksekutori (diakui atau tidak diakui)

Penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau pihak berelasi



23

Pada paragraph 16 entitas juga diharuskan untuk mengungkapkan kompensasi
personil manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori berikut :
a. Imbalan kerjajangka pendek
b. Imbalan pascakerja
c. Imbalan kerjajangka panjang lainnya
d. Pesangon pemutusan hak kerja
e. Pembayaran berbasis saham

“Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan
lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau suatu kepentingan
substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan
keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau
perjanjian”.

Dalam penjelasan definisi tersebut diuraikan lebih lanjut bahwa termasuk
sebagai pihak-pihak berelasi adalah perusahaan di bawah pengendalian satu atau
lebih perantara (intermediaries), perusahaan asosiasi (associated company);
perorangan yang memiliki hak suara yang berpengaruh secara signifikan, dan
anggota keluarga dekat ; karyawan kunci; dan perusahaan yang dimiliki baik
secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang berpengaruh
signifikan.

Pihak-pihak berelasi mungkin mempunyai suatu tingkat keluwesan dalam
proses penentuan harga, yang tidak terdapat dalam transaksi antara pihak yang
tidak mempunyai hubungan berelasi. Suatu cara untuk menentukan harga dalam
suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan berelasi adalah dengan

metode harga pasar bebas yang dapat diperbandingkan. Bila barang atau jasa
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dipasok dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan berelasi,
dan keadaan yang bersangkutan itu adalah serupa dengan keadaan dalam transaksi
perdagangan normal, metode ini sering digunakan. Metode ini juga sering
digunakan untuk menentukan biaya pembelanjaan bila barang dialihkan antara
pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebelum dijual kepada pihak yang
independen, metode harga penjualan kembali (resale price) sering digunakan
(Juli, 2003: 42).
7. lkhtisar Ringkas PSAK 7 (Penyesuaian 2015)

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015):
Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi dengan PSAK 7 (Penyesuaian 2014):
Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Penyesuaian PSAK 7 Tahun 2014 dan Tahun 2015
Perihal PSAK 7 PSAK 7
(Penyesuaian 2014) (Penyesuaian 2015)
Definisi (Paragraf 09) | Tidak diatur ED PSAK 7 (Penyesuaian
2015) menambahkan
persyaratan pihak-pihak
berelasi bahwa suatu entitas
berelasi dengan  entitas
pelapor ketika entitas, atau
anggota dari kelompok yang
mana entitas merupakan
bagian  dari kelompok
tersebut, menyediakan jasa
personil  manajemen Kkunci
kepada entitas induk entitas
pelapor
Pengungkapan Tidak diatur ED PSAK 7 (Penyesuaian
seluruh entitas 2015) :
(Paragraf 17 A dan 1. Mengklarifikasi
18 A) bahwa entitas pelapor
tidak disyaratkan
untuk
mengungkapkan
imbalan yang
dibayarkan oleh
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Lanjutan Tabel 11.1

entitas
manajemen
kepada pekerja
atau direktur
entitas
manajemen
(Paragraf 17 A)

2. Mensyaratkan
agar entitas
pelapor
mengungkapkan
jumlah yang
dibayarkan
kepada  entitas
mangjemen atas
jasa personil
manajemen kunci
yang disediakan
oleh entitas
manajemen
(Paragraf 18 A)

Koreksi editorial

ED PSAK 7 (Penyesuaian
2014) menetapkan judul
‘tanggal efektif’ sebelum
paragraf 28-28 B

ED PSAK 7
(Penyesuaian  2015)
melakukan perubahan
terhadap judul
‘tanggal efektif dan
ketentuan transisi
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Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah

dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil yang

dijadikan perbandingan tidak terlepas dari penelitian yaitu mengenai perlakuan

pendapatan kontrak menurut PSAK No. 7.

Tabel I1.2

Penelitian Terdahulu

No. PenulisTahun | Judul Penelitian Has| Penelitian
1. Suryamah, dkk | Analisis Penerapan | Dalam prinsip kewajaran dan
(2014) PSAK 07 tentang | kelaziman usaha (arm's
Pengungkapan length  principle). Pada
Pihak-Pihak yang | prinsipnya PT. Ekasurya
Memiliki Sejati  telah  menerapkan
Hubungan pencatatan laporan akuntansi
Istimewa  (Studi | sesuai yang telah ditetapkan
Kasus di PT.|oleh Pernyataan Standar
Ekasurya  Sejati | Akuntanss  Keuangan  di
dan PT. Veronika | Indonesia, namun  ada
Prima Sanita beberapa yang  penulis
temukan pada laporan
keuangan yang tidak sesuai
dengan peraturan akuntansi.
2. Jenjang Sri | Pengaruh transaksi | Dari hasil penelitian yang
Lestari (2012) | pihak-pihak telah dilakukan maka dapat
istimewa terhadap | ditarik kesimpulan sebagai
kinerja keuangan | berikut :
perusahaan 1. Penjualan kepada
pihak-pihak istimewa
tidak berpengaruh
signifikan  terhadap
kinerja keuangan
2. Pembelian dari pihak-
pihak istimewa
berpengaruh
signifikan  terhadap
kinerja keuangan
3. Asri Wandi, | Pengungkapan Pihak-pihak yang
dkk (2012) Pihak-Pihak yang | mempunyai hubungan
Mempunyai istimewa bila satu pihak
Hubungan mempunyai kemampuan
Istimewa (PSAK | untuk mengendalikan pihak
No. 7) lain atau mempunyai

pengaruh signifikan atas
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Lanjutan Tabel 11.2

pihak  lain  dalam
mengambil  keputusan

keuangan dan
operasional

. Dalam prinsip
kewajaran dan
kelaziman usaha
(arms's length

principle)  penetapan
harga dan laba
transaksi haruslah sama
dan sebanding antara
transaksi dengan pihak-
pihak yang memiliki
hubungan istimewa
dengan pihak-pihak
yang tidak dipengaruhi
hubungan istimewa.

. Sama dan sebanding
tidaklah dalam arti
sama persis, akan tetapi
terdapat batasan-
batasan rentang yang
wajar.

Mengendalikan  pihak
lain atau mempunyai
pengaruh  signifikan
atas pihak lain dalam
mengambil  keputusan

keuangan dan
operasional

. Dalam prinsip
kewajaran dan
kelaziman usaha
(arms's length

principle)  penetapan
harga dan laba
transaksi haruslah sama
dan sebanding antara
transaksi dengan pihak-
pihak yang memiliki
hubungan istimewa
dengan pihak-pihak
yang tidak dipengaruhi
hubungan istimewa.
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Lanjutan Tabel I1.2

Sama dan sebanding
tideklah dalam arti
sama persis, akan tetapi

terdapat batasan-
batasan rentang yang
wajar.

C. Kerangka Berpikir

Model komprehensif yang dimaksudkan adalah model yang memberikan
gambaran mengenai pihak-pihak berelasi pada PT. Perkebunan Nusantara |
dalam menjalankan usahanya memiliki hubungan dengan pihak-pihak berelasi
wajib mengikuti peraturan yang terdapat di dalam PSAK No. 7 agar tidak terjadi
penyimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak atau pun kedua belah pihak
yang berkonsolidasi atau berelasi.

Menurut PSAK 7 (Penyesuaian 2015) “Pihak-pihak berelasi adalah orang
atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya
(dalam pernyataan ini dirujuk sebagai entitas pelapor).

Piutang merupakan salah satu dari bentuk asset lancar yang dimiliki suatu
entitas. Menurut Dwi Martani (2012) “Piutang dagang dalam menyajikan
diklasifikasikan sebagai piutang dari pihak-pihak berelasi dan piutang dari pihak
ketiga.”

PT. Perkebunan Nusantara mengakui piutang tak tertagih dari pihak-pihak
berelasi tersebut ke dalam cadangan kerugian piutang dalam satu periode
akuntansi dan tetap melakukan impairment atas cadangan kerugian piutang
tersebut. Menurut PSAK No. 7 menjelaskan bahwa jika dalam satu periode

akuntansi piutang ragu-ragu atas piutang tak tertagih tersebut diungkapkan
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sekurag-kurangnya meliputi pengakuan beban selama satu periode dalam hal

piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak yang mempunyai

hubungan istimewa, maka dalam pengakuan beban harus akurat.

Berikut adalah gambar yang menunjukkan kerangka berpikir dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :

Piutang Lain-Lain Pihak Berelasi dengan PT. PN 11
Persero Medan

Implementasi Akuntansi Pihak-Pihak Berelasi

Pengakuan Penilaian Pencatatan

Penyajian

PSAK NO. 7

Gambar 1.1

K erangka Berpikir
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BAB |1

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan
pendekatan Deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:53) pendekatan deskriptif adalah
“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa
membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (variabel
mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen karena

jika independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen)”.

B. Definis Operasional

Variabel pokok pada penelitian ini adalah Pihak-Pihak Berelasi. Dalam pihak-
pihak berelasi menurut PSAK No. 7 (penyesuaian 2015) Pihak-pihak berelasi
adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan
keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai entitas pelapor).

Pihak-pihak berelasi dianggap mempunyai hubungan berelasi/terkait bila satu
pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai
pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan

operasional.
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C. Tempat dan Waktu Penélitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara Il terletak di
J. Sei Batanghari No. 2 Medan, Sumatera Utara. Perusahaan ini merupakan
salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Waktu Penelitian ini dilaksanakan mulai pada Bulan Desember 2017 s/d
selesai. Adapun jadwal peneliti saat melakukan penelitian tersebut yaitu dapat
dilihat padatabel di bawah ini :

Tabel 111.1

Jadwal Penelitian
Bulan

Tahapan Desember | Januari Februari | Maret

Penelitian 4112|314
Kunjungan
Perusahaan
Pengajuan Judul
Pra Riset
Penyusunan
Proposal
Seminar
Proposal
Pengambilan
Data
Pengelolaan Data
Bimbingan
Skripsi
Sidang Meja
Hijau

D. Jenisdan Sumber Data
1. JenisData
Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Jenis data
kualitatif adalah suatu pendekatan yang menitikberatkan pada logika

berpikir memilih antara rumusan masalah, tujuan, teknik, dan paradigm
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atau konsep berpikir untuk mengetahui makna dari suatu fenomena. Jenis
data dalam penelitian ini yaitu data yang berupa jumlah daftar perusahaan
pihak-pihak berelasi dengan PT. Perkebunan Nusantara 11l (Persero)
Medan, jumlah piutang lain-lain pihak berelasi, dan cadangan penurunan
nilai piutang dari pihak-pihak berelasi.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian
(Saputra & Effendi, 2013).

2. Sumber Data
a) Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini
adalah data primer.
Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari
objek penelitian.
b) Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini
adalah data sekunder.
Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari
pihak lain yang telah diolah menjadi bentuk jadi dan relevan dengan
penelitian ini.
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan dan
Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Perkebunan Nusantara 111 (Persero) Medan
serta wawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan atas

fenomena masalah yang diteliti oleh peneliti kepada pihak perusahaan.
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E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentas

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan pada
penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut Bungrin (2008:121) “Teknik
dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Penggalian sumber
data lewat studi dokumen menjadi pelengkap proses penelitian kualitatif”.
Bahkan menurut Guba & Lincoln (2005) tingkat kredibilitas suatu hasil
penelitian kualitatif sedikit banyaknya ditentukan oleh penggunaan dan
pemanfaatan dokumen yang ada. Pada penelitian ini peneliti akan
menggunakan teknik dokumentasi pada Laporan Keuangan PT. Perkebunan
Nusantara Il untuk mengamati bagaimana sistematika penyajian elemen-
elemen Laporan Keuangan tersebut apakah sesuai dengan PSAK No. 7.
2. Wawancara

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap
informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara
yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara yang telah
peneliti rincikan.

Berikut adalah wawancara tidak terstruktur yang penulis lakukan dalam
mewawancarai karyawan di bagian akuntansi pada PT. Perkebunan Nusantara

[l Persero Medan :



Tabel [11.2

Kigs-Kis Wawancara

No. Item Pertanyaan

Daftar Pertanyaan

1. Pengakuan

aDari segi mana PT. PN Ill ini sudah
diakui sesuai dengan PSAK No. 77?

b. Jika ada perusahaan tidak membayar
piutang berelasi tersebut, maka pihak PT.
PN 111 mengakuinya sebagai apa?

2. Penilaian

Jka dalam satu periode PT. PN IlI
mengalami masalah dalam penurunan
nilai atas piutang pihak berelasi, apa yang
akan dilakukan?

3. Pencatatan

Bagaimana pencatatan PT. PN [l atas
kerugian piutang yang tidak tertagih
tersebut dari pihak-pihak berelasi?

4. Penyajian

Apakah PT. PN I[II sudah menyajikan
piutang pihak-pihak berelasi tersebut dan
disgjikan dalam laporan apa? Lalu, dalam
pelaporan  tersebut apakah  sudah
diungkapkan?

F. Teknik Analiss Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini

adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode analisis

dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan serta

menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai

masalah yang diteliti.

Teknik analisis deskriptif yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu

diuraikan sebagai berikut :

1. Dengan menganalisa data laporan keuangan pada PT. Perkebunan

Nusantara |11 dengan membandingkan dengan standar yang berlaku yaitu

dengan PSAK No. 7 atas Pihak-Pihak Berelasi.
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2. Pendliti juga melakukan wawancara tidak terstruktur kepada pihak bagian
akuntansi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang perlakuan
akuntansi atas PSAK No. 7 di PT. Perkebunan Nusantara lll.

3. Peneliti mendokumentasikan dan mencatat segala informasi yang telah
didapat untuk dikelola peneliti dalam penelitian ini.

4. Peneliti membuat rangkaian fenomena dan permasalahan penelitian yang

akan peneliti tuangkan di dalam proposal penelitian
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Perusahaan

a) Sgarah Singkat Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara Il disingkat PT. PN 111 (Persero) beralamat
di J. Sel Batanghari No. 2 Medan, Sumatera Utara, merupakan salah satu
dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan yang bergerak
dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan, dan pemasaran hasil
perkebunan. Kegiatan usaha perseroan mencakup usaha budidaya dan
pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama perseroan adalah
minyak kelapa sawit (CPO = Crude Palm QOil) dan inti sawit (PKO = Palm
Kernel Oil) dan produk hilir karet. Sejarah perseroan diawali dengan proses
pengambilalihan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Bedanda oleh
Pemerintah RI pada tahun 1958 yang dikebal sebagai proses nasionalisasi
perusahaan perkebunan asing menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN).

Tahun 1968, PPN direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan
Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) yang selanjutnya pada tahun 1974
bentuk badan hukumnya diubah menjadi PT. Perkebunan (Persero). Guna
meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN,
Pemerintah merestrukturisasss  BUMN  subsector perkebunan dengan
melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan

perampingan struktur organisasi.
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Diawali dengan langkah penggabungan manajemen pada tahun 1994, 3 (tiga)
BUMN Perkebunan yang terdiri dari PT. Perkebunan 11l (Persero), PT
Perkebunan IV (Persero) dan PT. Pekebunan V (Persero) disatukan
pengelolaannya ke dalam manajemen PT. Perkebunan Nusantara 11l (Persero).
Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1996 tanggal 14 Februari
1996, ketiga perseroan tersebut digabungkan dan diberi nama PT. Perkebunan 111
(Persero) yang kantor pusatnya berkedudukan di Medan, dan perkebunan-
perkebunan PT. Perkebunan Nusantara |1l tersebar di Sumatera Utara sampai
keperbatasan Aceh dan Sumatera Barat.

b) Vis dan Mis Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara |1l (Persero) Medan memiliki visi dan misi yang
jelas dalam menjalankan usahanya. Visi dan misi tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut :

(1) Visi

Menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia yang dengan kinerja prima
dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik

(2) Misi

a Mengembangkan industry hilir berbasis perkebunan secara
berkesinambungan

b. Menghasilkan produk yang berkualitas untuk pelanggan

c. Memperlakukan  karyawan sebagai asset  strategik  dan
mengembangkannya. Memperlakukan karyawan sebagal asset

strategik dan mengembangkannya secara optimal.
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d. Menjadikan perusahaan terpilih yang memberikan imbal hasil
terbaik bagi parainvestor

e. Menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis

f. Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi  aktif dalam

pengembangan komunitas

2. Deskrips Data
Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Perkebunan Nusantara lll (Persero)
Medan berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan
(Neraca) dan Catatan Atas Laporan Keuangan akan dianalisis menggunakan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
Tabel V.1

Daftar Kas dan setara kas, piutang lain-lain pihak berelasi, dan jumlah
perusahaan yang berelas

Keterangan 2015 2016

Kas dan setara kas 827.081.535.887 645.764.362.616
Piutang lain-lain pihak berelasi 120.371.909.275 159.933.280.129
Jumlah perusahaan yang berelasi

dengan PT. PN 111 39 perusahaan

Sumber :Laporan Posisi Keuangan PT. Perkebunan Nusantara 111
Dari data di atas, berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) yang merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi
peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan
keuangan yang disusun oleh lembaga Ikatan Akuntan Indonesia (IAl) yang
didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati (konvensi)

sertatelah disahkan oleh lembaga atau institut resmi.
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Dapat dilihat bahwa PT. Perkebunan Nusantara lll (Persero) Medan memiliki
hubungan dengan pihak-pihak berelasi yang dapat memengaruhi laporan
keuangan perusahaan.Seperti halnya piutang yang diberikan kepada pihak-pihak
yang berelasi dengan PT. PN Ill.Dalam hal ini diatur oleh PSAK No. 7 yang
berisi tentang pengungkapan mengenai akuntansi pihak-pihak berelasi.

Dilihat dari data yang tersajikan pada tabel di atas piutang lain-lain pihak
berelasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 39.561.370.854,.Piutang lain-
lain pihak berelasi yang dimiliki oleh PT. Perkebunan Nusantara |11 (Persero)
Medan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp
120.371.909.275,.dan Rp 159.933.280.129,.tersebut merupakan jumlah piutang
selama dua tahun dengan pihak-pihak berelasi yang berjumlah 39 perusahaan
dengan PT. Perkebunan Nusantara |l Medan.

Berdasarkan kerangka berpikir yang dijelaskan pada Bab 11 dalam penelitian
ini, maka sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor
7 tentang Pihak-Pihak Berelasi yang dalam PT. Perkebunan Nusantara |1l
(Persero) Medan memiliki piutang lain-lain pihak berasi yaitu dengan
implementasi akuntansi sebagai berikut :

1) Pengakuan

Pengakuan piutang erat kaitannya dengan pengakuan pendapatan, karena
pendapatan pada umumnya dicatat ketika proses menghasilkan laba telah selesai
dan terealisir atau dapat direalisasi, maka piutang yang bersal dari penjualan
barang pada umumnya diakui pada waktu hak milik atas barang berpindah kepada
pembeli, karena pada saat peralihan hak dapat bervariasi sesuai dengan syarat —

syarat penjualan Warren (2009:44).
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Pengakuan piutang usaha terjadi jika perusahaan menjual produk secara
kredit atau memberi jasa namun belum terjadi pembayaran kepada perusahaan.
Istilah pengakuan itu sendiri menurut lkatan Akuntansi Indonesia mengandung
arti proses pembentukan suatu pos yang menmenuhi definisi unsur serta kriteria
pengakuan dalam neraca atau laporan labarugi.

Pengakuan piutang usaha sering berhubungan dengan pengakuan pendapatan.
Karena pengakuan pendapatan pada umumnya dicatat ketika proses menghasilkan
laba telah selesal dan kas terealisasi atau dapat direalisasi, maka piutang yang
berasal dari penjualan barang umumnya diakui pada waktu hak milik atas barang
beralih ke pembeli. Karena saat peralihan hak dapat bervariasi sesuai dengan
gyarat-syarat penjualan maka piutang lazimnya diakui pada saat barang
dikirimkan kepada pelanggan. Sedangkan untuk jasa kepada pelanggan akan
diakui pada saat jasa itu dilaksanakan.

PT. Perkebunan Nusantara Il1l Medan dalam mengakui piutang atas pihak-
pihak berelasi memasukkan akun tersebut ke dalam laporan posisi keuangan dan
masuk ke dalam bagian aset tidak lancar atas piutang lain-lain pihak
berelasi.Piutang lain-lain pihak berelasi diakui perusahaan ketika terjadinya
penjualan kredit terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan
PT. Perkebunan Nusantara |11 Medan.Saat diakui oleh PT. Perkebunan Nusantara
11 (Persero) Medan atas piutang lain-lain pihak berelasi, apabila tidak tertagih
termasuk ke dalam cadangan kerugian piutang.Seperti yang terlihat pada daftar
tabel di bawah ini yang merupakan daftar piutang tak tertagih dari pihak berelasi

dengan PT. Perkebunan Nusantara I l1 (Persero) Medan selama dua tahun.
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Tabel 1V.2
Daftar Piutang Tak Tertagih Selama Dua Tahun
Pihak-Pihak Berelasi 2015 2016
JC Wood Company, Ltd 5.600.690.854 5.600.690.854
PT ESW Nusantara Tiga 4.762.866.825 4.762.866.825
Cadangan Kerugian - (5.600.690.854)
Penurunan Nilal

Sumber :Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Perkebunan Nusantara ll|

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ada dua perusahaan yang berelasi
dengan PT. Perkebunan Nusantara Ill (Persero) Medan yang memiliki piutang tak
tertagih selama dua tahun yaitu JC Wood Company, Ltd sebesar Rp
5.600.690.854,.dan PT. ESW Nusantara Tiga sebesar Rp 4.762.866.825,. Hal ini
membuktikan bahwa PT. Perkebunan Nusantara Il (Persero) Medan tidak
mendapatkan kembali piutangnya dari kedua perusahaan yang berelasi tersebut
selama dua tahun.

Berdasarkan data di atas, tidak tertagihnya piutang berelasi oleh PT. PN 111
(Persero) Medan  tersebut  dianggap  sebagai impairment  dan
dicadangkan.Sehingga piutang yang telah melewati batas pelaporan periode
akuntansi diakui sebagai cadangan atas penurunan nilai terhadap piutang yang
tidak tertagih.

Piutang lain-lain pihak berelasi dari kedua perusahaan tersebut disajikan
perusahaan ke dalam laporan neraca yang tertera pada asset tidak lancar pada
akun piutang lain-lain jangka panjang.Umur piutang dari kedua perusahaan
tersebut selama dua tahun sudah dicadangkan tetapi tidak ditagih.PT. Perkebunan
Nusantara |11 (Persero) Medan hanya mencadangan kerugian penuruan nilai atas

piutang dari pihak berelasi tersebut dari perusahaan JC. Wood Company, Ltd.
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2) Penilaian

Penilaian atau pengukuran dalam piutang berhubungan dengan bagaimana
metode perhitungan terhadap piutang tak tertagih. PT. Perkebunan Nusantara 11l
(Persero) Medan dalam menghitung piutang kepada pihak-pihak berelasi yang
tidak dikembalikan atau pihak berelasi yang tidak bayar perusahaan maka
perusahaan menghitung kerugian tersebut dengan menggunakan metode
penyisihan atas taksiran piutang tersebut.

Secara teori, semua piutang dinilai dalam jumlah yang mewakili nilai
sekarang dari perkiraan penerimaan kas di masa datang.Oleh karena itu, piutang
usaha berjangka pendek.Sebagali ganti dari menilai piutang usaha pada nilai
sekarang yang didiskontokan, akuntansi mewajibkan pelaporan piutang sebesar
nilai realisasi bersih (net realizable value).Hal ini berarti bahwa piutang
dilaporkan dalam jumlah bersih dari estimasi piutang tak tertagih dan diskon
usaha
3) Pencatatan

Piutang juga seringkali menimbulkan resiko tak tertagih bagi
perusahaan.Sebagian pelanggan mungkin tidak bisa membayar hutangnya kepada
perusahaan karena alasan tertentu.Pencatatan ini  berhubungan dengan
jurnal.Bagaimana bentuk jurnal piutang yang tertagih maupun yang tak tertagih.

PT. Perkebunan Nusantara |11 (Persero) Medan dalam mencatat piutang tak
tertagih dari pihak-pihak berelasi tersebut dengan metode penyisihan.Metode ini
mencatat beban piutang tak tertagih dengan mengestimasi jumlah piutang tak

tertagih pada akhir periode akuntansi.
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Pencatatan yang dilakukan berhubungan dengan jurnal, bagaimana pencatatan
atas piutang kepada pihak berelasi tersebut yang tidak dapat ditagih maupun yang
dapat ditagih. Dalam hal ini, perusahaan mencatat piutang lain-lain pihak berelasi
yang tidak tertagih dengan ayat jurnal sebagai berikut :

D : Beban kerugian piutang tak tertagih XXX

K : Cadangan penyisihan piutang tak tertagih XXX

4) Penyagjian

Menurut Martani, dkk. (2012,226), piutang dalam laporan posisi keuangan
disagjikan dalam kelompok asset lancar. PT. Perkebunan Nusantara 111 (Persero)
Medan dalam menyajikan piutangnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu
piutang usaha yang termasuk ke dalam piutang jangka pendek disgjikan dalam
kelompok asset lancar dan piutang lainnya yang berhubungan dengan pihak-pihak
berelasi yang disajikan ke dalam piutang jangka panjang yang termasuk ke dalam
kelompok asset tidak lancar.

PT. Perkebunan Nusantara Il (Persero) Medan menilai piutang yang
disgjikan dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan cadangan
kerugian penurunan nilai atas piutang yang tidak tertagih tersebut.Penyajian
subkomponen yang biasanya muncul diantaranya adalah piutang pihak berelasi,
piutang pihak ketiga, dan cadangan kerugian piutang yang ditampilkan dalam
baris tersendiri (beberapa menambahkan dalam penjelasan akun).Penyajian pihak
berelasi mengikuti ketentuan dalam PSAK No. 7 atas Pengungkapan Pihak-Pihak

Berelasi.



Menurut PSAK No. 7 “Pengungkapan pihak-pihak berelas ini dibuat untuk
memastikan bahwa laporan keuangan entitas beris pengungkapan yang
diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa laporan
posis keuangan dan laporan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-
pihak yang mempunyai hubungan istimewa, termasuk komitmen, dalam laporan
keuangan konsolidasi dan laporan keuangan entitas induk”

PT. Perkebunan Nusantara Il Medan telah menyajikan piutang lain-lain
pihak berelasi tersebut ke dalam kelompok asset tidak lancar yang dilaporkan ke

dalam laporan posisi keuangan (Neraca).
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B. Pembahasan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 “Pihak-pihak berelasi
adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan
keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai entitas pelapor)”. PSAK 7
Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi ini berkaitan dengan pengungkapan pihak-
pihak berelasi dan transaksi antara pihak-pihak berelasi.

Implementasi Akuntansi yang dibahas dalam pengungkapan pihak-pihak
berelasi sesuai dengan PSAK No. 7 yang diterapkan oleh PT. Perkebunan
Nusantara 1l (Medan) adapun sebagai berikut :

1. Pengakuan

Pengakuan piutang usaha terjadi jika perusahaan menjual produk secara
kredit atau memberi jasa namun belum terjadi pembayaran kepada perusahaan.
Istilah pengakuan itu sendiri menurut lkatan Akuntansi Indonesia mengandung
arti proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria
pengakuan dalam neraca atau laporan labarugi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan mengenai implementasi akuntansi
pihak-pihak berelasi atas piutang lain-lain pihak berelasi pada PT. Perkebunan
Nusantara |11 (Persero) Medan menunjukkan hasil penelitian bahwa PT. PN |11
(Persero) Medan mengakui piutang tak tertagih apabila melewati satu periode
pelaporan akuntansi sebagai cadangan kerugian piutang. Dalam hal ini, PT. PN I11
(Persero) Medan belum menganggap sebagai beban kerugian piutang.

Piutang yang tidak tertagih tersebut yang seharusnya setelah melewati satu
periode pelaporan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban kerugian

piutang. PT. Perkebunan Nusantara hanya menyisihkan sebagai cadangan
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kerugian penurunan nilai piutang yang tidak tertagih dari pihak-pihak berelasi
tersebut yang terus dianggap sebagai cadangan setelah dua tahun tidak tertagih
dan jumlah yang diakui sebagai cadangan tersebut dimasukkan ke dalam piutang
lain-lain jangka panjang (jumlah neto) yang diposting ke dalam asset tidak lancar
pada laporan posisi keuangan (Neraca).

Pembahasan mengenai pengakuan nilai transaksi atas piutang lain-lain
tersebut dapat dilihat dari Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Perkebunan
Nusantara |1l (Persero) Medan yang telah diolah ke dalam penelitian ini yaitu
sebagal berikut :

Piutang Lain-Lain Jangka Panjang

2016 2015
Pihak ketiga:
Perkebunan Inti Rakyat Lokal Huta Padang 6.858.034.856 5.347.616.031

Pihak-pihak berelasi (Catatan 7) 153.075.245.273 115.024.293.244

Total 159.933.280.129 120.371.909.275

Dari data yang diperoleh di atas, dapat dilihat bahwa PT. Perkebunan
Nusantara |1l Medan telah menilai kenaikan piutang pihak-pihak berelasi tersebut
dengan jumlah yang benar untuk tahun 2016, akan tetapi pada tahun 2015
ditemukan kesalahan dalam penilaian sehingga juga pencatatan yang dilakukan
salah mengenai nilai transaksi dan jumlah saldonya. Hal ini dimulai dari
kesalahan dalam pengakuan yang dicadangkan atas kerugian penurunan nilai yang
hanya mencadangkan untuk tahun 2016 saja, sedangkan tahun 2015 tidak

dicadangkan atas kerugian penurunan nilai piutangnya
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Menurut (Kieso, 2007) ada dua pendekatan yang direkomendasikan oleh
Akuntansi yang berlaku umum untuk menentukan besarnya cadangan piutang tak
tertagih. Pertama, dengan menggunakan persentase yang diberlakukan secara
tetap untuk setiap periodenya (metode persentase penjualan). Kedua, dengan
melaporkan nilai realisasi bersih piutang dalam neraca.

PT. Perkebunan Nusantara |11 (Persero) Medan tidak melakukan pelaporan
koreks kesalahan yang terjadi tahun 2015 atas piutang yang tidak tertagih
tersebut, karena mereka hanya mengakui kerugian penurunan nilai piutang lain-
lain pihak berelasi tersebut berdasarkan impairment (penyisihan). Pada tahun
2016 hanya dicatat dan dicadangkan kerugian piutang dari pihak-pihak berelasi
yang tidak tertagih tersebut.

Kesalahan yang terjadi pada pencadangan penurunan nilai piutang untuk
tahun 2015 yang tidak dicadangkan tersebut berdampak ke tahun 2016 untuk
saldo piutang lain-lain pihak berelasi tersebut. Adapun dampaknya untuk PT.
Perkebunan Nusantara 111 (Persero) Medan yaitu laporan keuangan untuk tahun
berikutnya berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan, dan
akan menurunkan kepercayaan investor maupun kreditur untuk menanamkan
modal nya pada perusahaan tersebut.

Hal ini dikarenakan sebagian managjer perusahaan yaitu memperkecil nilai
piutang tidak tertagih dan manger tidak kooperatif dan sengaja
menggelembungkan laba dan kerugian piutang tersebut tidak proporsional yang
akan berimplikasi pada laporan laba rugi perusahaan yang mencerminkan

keuntungan semu.
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PT. Perkebunan Nusantara |11 (Persero) Medan juga hanya memakai konsep
berdasarkan pengungkapan yang cukup (Adequate disclosure) yaitu
pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan memenuhi
kewajiban dalam menyampaikan informasi yang sesuai dengan standar minimum
yang diwajibkan. Pengungkapan inilah yang dilakukan pihak perusahaan sehingga
tidak dilakukannya koreksi dalam menilai piutang dan tidak mengakuinya dengan
nilai neto.

2. Penilaian

Untuk penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo, dalam hal
ini PT. Perkebunan Nusantara 11l (Persero) Medan tidak mengungkapkan
sepenuhnya, yang mereka sajikan hanya satu perusahaan berelasi sgja yaitu JC
Wood Company, Ltd. Seharusnya jika kedua perusahaan berelasi tersebut tidak
mengembalikan piutangnya dari satu periode akuntansi yang sesuai dengan aturan
PSAK No. 7 maka perusahaan mengakui keduanya ke dalam beban yang tertera di
laporan laba rugi.

Akan tetapi PT. Perkebunan Nusantara |11 (Persero) Medan hanya mencatat
satu perusahaan saja dari tahun 2015 sampai tahun 2016 yaitu piutang milik JIC
Wood Company, Ltd sebesar Rp 5.600.690.854,. dan piutang milik PT. ESW
Nusantara Tiga sebesar Rp 4.762.866.825,. tidak dicadangkan atas kerugian
penurunan nilai. Padahal jelas terlihat bahwa kedua perusahaan berelasi tersebut
sama-sama tidak mengembalikan piutangnya selama dua tahun yang telah

melewati satu periode palaporan.
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Adapun data yang diperoleh dari PT. Perkebunan Nusantara Ill (Persero)

Medan yang dirincikan ke dalam beban lain-lain yaitu dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :
Tabe IV.3
Rincian Beban Lain-Lain
PT. PN Il (Persero) Medan
Rincian Beban Lain-Lain
§/d Bulan Desember 2016
Uraian Realisas
Rp

Beban kerugian kurs valas 654.624.359
Beban rumah sakit 290.667.958
Beban bantuan kepada P3RI 143.515.034
Beban pameran dan promosi -
Beban dokumen tender 2.978.961.775
Beban Tim perumus PKB 489.250.000
Beban penjualan bibit sawit 439.530.449
Beban penerbitan MTN -
Beban PLTBS 9.085.416.503
Beban penyusutan PLTBS 8.117.636.067
Beban pengelola kawasan industry 18.287.413.144
Beban penyusutan pengelola kawasan industry 8.126.468.227
Beban penyusutan asew tetap areal kawasan -
Beban pembinaan PS PT. PN 11 -
Beban pemeliharaan jaringan listrik PT. PLN untuk 917.334.834
kawasan

Kerugian anak perusahaan PT. Mitra Ogan 14.074.993.670
PPh jasa giro dan deposito 3.855.512.062
Beban penyusutan aktiva non tanaman -
Beban administrasi bank 657.714.661
Beban sapi sawit 14.713.254.504
Beban penyusutan asset Ex. RSPAM 3.224.739.504
Beban PPN/PPh kurang bayar 18.473.039.851
Beban Likuidasi anak perusahaan 76.231.050
Beban claim assuransi 5.400.365.452
Beban Pembangkit Listrik Tenaga Biogas 255.472.857
Kerugian penurunan asset 30.683.909.684
Beban penghapusan aktiva tetap 67.372.533
Beban PPh sewa asset PT. SPMN 806.089.800
Beban Waste Water Treatment Plant (WWTP) 3.750.606.364
Beban provisi KMK 225.000.000
Cadangan penurunan nilai piutang PT. ESW 387.394.993
Cadangan penurunan nilai piutang pihak ketiga 253.180.510
Jumlah 146.425.985.815
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Dari data di atas, dapat dilihat bahwaPT. Perkebunan Nusantara |11 (Persero)
Medan telah menyajikan akun-akun untuk beban atas pembayaran yang dilakukan
selama tahun 2016. Akan tetapi, dilihat dari data tersebut ada timbul akun yang
dicatat dan disgjikan untuk cadangan penurunan nilai piutang PT. ESW sebesar
Rp 387.394.993,. Hal ini berbeda dengan yang disgjikan pada Catatan Atas
Laporan Keuangan yang merupakan informasi untuk laporan keuangan yang
tertera pada piutang lain-lain jangka panjang (Catatan 10), bahwa yang
dicadangkan hanya J C Wood Company, Ltd sebesar Rp 5.600.690.854.

Ternyata perusahaan mencadangkan penurunan nilai piutang PT. ESW
Nusantara Tiga dan jumlah saldo juga tidak sesuai dengan cadangan kerugian
penurunan nilai atas piutang yang tidak tertagih tersebut yang telah diuraikan di
dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (Catatan 10) selama dua tahun dari tahun
2015 ¢/d tahun 2016 sebesar Rp 4.762.866.825,. Berarti PT. PN 1l (Persero)
Medan ada kesalahan dalam mengungkap atas nilai transaksi dan jumlah saldo
atas cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang tersebut yang seharusnya
dirincikan ke dalam beban lain-lain.

PT. PN 1lIl (Persero) Medan juga tidak menganggap sebagai beban atas
piutang yang tidak tertagih yang sudah dicadangkan atas kerugian penurunan nilai
JC Wood Company, Ltd. Padahal jelas terlihat pada data yang di lampirkan pada
pembahasan ini bahwa piutang lain-lain jangka panjang (Catatan 10) tersebut
sudah mengurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang
tidak tertagih yang sesuai PSAK No. 7 seharusnya dicatat ke dalam beban yang

disgjikan pada L aporan Laba-Rugi.
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3. Pencatatan

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dalam
mencatat kerugian piutang tak tertagih, PT. Perkebunan Nusantara Il1 (Persero)
Medan juga mencatat penyisihan piutang hanya milik JJIC Wood Company, Ltd
dengan mencatat transaksi tersebut dengan metode penyisihan. Metode ini
mencatat beban piutang tak tertagih dengan mengestimasi jumlah piutang tak
tertagih pada akhir periode akuntansi. Adapun jurnal atas penyisihan piutang ragu-
ragu tersebut yaitu :
D : Beban kerugian piutang tak tertagih

JC Wood Company, Ltd 5.600.690.854

K : Cadangan kerugian piutang tak tertagih 5.600.690.854

Berdasarkan teori apabila saldo rekening penyisihan kerugian piutang
(seringkali juga disebut penyisihan piutang ragu-ragu, penyisihan piutang tak
tertagih) disgjikan di dalam neraca sebagai pengurang terhadap saldo rekening
piutang dagang untuk menyatakan nilai realisasi netonya.

Dari teori di atas, kenyataan dalam pencatatan yang dilakukan perusahaan
yang disgjikan di dalam Laporan Neraca PT. Perkebunan Nusantara |11 (Persero)
Medan hanya mencadangkan untuk satu perusahaan berelasi sgja, yaitu J C Wood
Company, Ltd. Seharusnya PT. ESW Nusantara Tiga yang merupakan pihak
berelasi dengan PT. Perkebunan Nusantara |11 (Persero) Medan juga dicatat dan
disgjikan atas piutang tak tertagih miliknya tersebut. Hal ini membuktikan bahwa
PT. Perkebunan Nusantara |1l (Persero) Medan tidak mengungkapkan penyisihan

piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut tidak menyeluruh.
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Dari wawancara yang dilakukan jawaban PT. Perkebunan Nusantara IlI
(Persero) Medan tidak melakukan penghapusan piutang karena perusahaan hanya
menyisihkan, tidak dihapuskan piutang lain-lain pihak berelasi tersebut yang tidak
kembali. Piutang ragu-ragu itu tidak sama dengan penyisihan piutang. Perusahaan
menilainya dengan reklasifikas yaitu membedakan tempat.Jadi, dari piutang
menjadi piutang ragu-ragu yang dibedakan tempatnya dan apabila tidak kembali
baru diimpair atau disisihkan.

4. Penyagjian

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Keuangan PT. Perkebunan
Nusantara Il (Persero) Medan yang disgjikan di dalam Catatan Atas Laporan
Keuangan terlihat bahwa ada beberapa perusahaan yang berelasi dengan PT.
Perkebunan Nusantara I11 (Persero) Medan yang memiliki piutang berelasi, seperti
dilihat dari data di bawah ini :

Piutang lain-lain jangka panjang (Catatan 10)

2016 2015
PT. Industri Karet Nusantara 99.794.108.675  101.901.476.336
PT. Industri Nabati Lestari 39.365.560.308 96.047.000

PT. Sri Pamela Medika Nusantara 6.477.713.939

JIC Wood Company, Ltd 5.600.690.854 5.600.690.854
PT. ESW Nusantara Tiga 4.762.866.825 4.762.866.825
PT. TigaMutiara Nusantara 2.674.995.526 2.663.212.229
Total pihak-pihak berelasi 158.675.936.127  115.024.293.244

Cadangan kerugian penurunan nilai (_5.600.690.854)

Neto 153.075.245.273  115.024.293.244
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Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwasannya PT. PN Il (Persero)
Medan menyajikan piutang lain-lain pihak berelasi tersebut telah sesuai ke dalam
piutang lain-lain jangka panjang. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan
apabila ada pihak-pihak berelasi yang tidak mengembalikan piutangnya maka
pihak perusahaan akan me-reschedule artinya dipindahkan. Dari pinjaman jangka
pendek yaitu setahun harus kembali dan kemudian menjadi pinjaman jangka
panjang jika setahun jugatidak kembali.

Data di atas juga menunjukkan bahwa ada dua perusahaan yaitu JC Wood
Company, Ltd dan PT. ESW Nusantara Tiga seperti yang telah diungkapkan di
dalam latar belakang masalah bahwa kedua perusahaan tersebut dianggap telah
melewati batas pengembalian piutang kepada PT. PN |11 (Persero) Medan seperti
yang diatur oleh PSAK No. 7 atas pengungkapan informasi lainnya mengenai
nilai transaksi dan jumlah saldo (outstanding balances) yang diperlukan untuk
memahami dampak potensial dari hubungan berelasi terhadap laporan keuangan,
yang seharusnya mencakup minimal :

(1) nilai transaksi

(2) jumlah saldo termasuk komitmen

(3) penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut, dan

(4) beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau
penghapusan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Dari teori di atas dapat dilihat dengan keadaan laporan keuangan perusahaan
yang tersgjikan di dalam catatan atas laporan keuangan tersebut telah
mengungkapkan nilai transaksi atas piutang lain-lain pihak berelasi tersebut dan

jumlah saldo termasuk komitmen juga sudah diungkapkan. Yang dimaksud



komitmen atas pengungkapan tersebut didapat dari hasil wawancara yang
dilakukan yaitu pihak perusahaan memberikan syarat atas piutang tak tertagih
untuk pihak-pihak berelasi.Syarat yang ditetapkan seperti melakukan penyisihan
dengan melihat kemampuan perusahaan tersebut.

PT. Perkebunan Nusantara |1l (Persero) Medan mencatat kerugian piutang tak
tertagih dari pihak-pihak berelasi tersebut dengan cadangan penurunan nilai.
Menurut Suhartono, jika menggunakan metode pencadangan piutang, maka nilai
piutang yang disajikan di laporan neraca akan semakin kecil. Jadi dampak pada
laporan keuangannya adalah laba yang dihasilkan lebih kecil dan nilai asset yang
disgjikan juga makin kecil.

Dari laporan posisi keuangan PT. Perkebunan Nusantara |11 (Persero) Medan
yang disgjikan terlihat bahwa piutang lain-lain pihak berelasi pada tahun 2016
lebih besar daripada tahun 2015. Hal ini dikarenakan PT. Perkebunan Nusantara
[11 Medan tidak memunculkan akun beban untuk piutang lain-lain pihak berelasi
milik JC Wood Company, Ltd. dan hanya memunculkan milik PT. ESW
Nusantara Tiga yang tidak dicadangkan dan telah melewati batas periode
akuntansi. Sehingga laporan posisi keuangan yang disgjikan terlihat semakin besar

dan laba juga semakin besar.
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesmpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa PT.
Perkebunan Nusantara 11 (Persero) Medan telah menerapkan PSAK No. 7 dalam
pengungkapan atas Pihak-Pihak Berelasi. Namun dalam hal ini, implementasi
akuntansi atas pengungkapan pihak-pihak berelasi pada PT. Perkebunan
Nusantara Il (Persero) Medan yaitu atas pengakuan, penilaian, pencatatan, dan
penyajian ditemukan beberapa kekeliruan yang peneliti temui dalam laporan
keuangan, dengan rincian sebagi berikut :
1. Pengakuan

PT. Perkebunan Nusantara lll (Persero) Medan mengakui piutang tak tertagih
tersebut sebagai impairment (penyisihan) dan termasuk ke cadangan kerugian
piutang.
2. Penilaian

PT. Perkebunan Nusantara IlIl (Persero) Medan hanya mencadangkan
kerugian penurunan nilai piutang tak tertagihnya hanya milik pihak berelasi JC
Wood Company,Ltd yang tidak kembali selama dua tahun pada tahun 2016.
3. Pencatatan

Kesalahan pencatatan yang hanya menjurnal satu pihak berelasi sgja, yaitu
milik JJC Wood Company, Ltd :
D : Beban kerugian piutang tak tertagih 5.600.690.854

K : Cadangan kerugian piutang tak tertagih 5.600.690.854
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4. Penyajian

Laporan laba rugi yang disgjikan untuk tahun 2016 tersebut tidak
menampilkan jumlah saldo beban lain-lain yang tidak sesuai. Beban lain-lain yang
dilaporkan di dalam Laporan Laba Rugi tersebut untuk tahun 2016 lebih kecil
jumlahnya dengan rincian beban lain-lain yang di dapat dari data lampiran laporan

keuangan milik PT. PN 111 (Persero) Medan.

B. Saran
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Impelementasi
Akuntansi PSAK No. 7 atas Akuntansi Pihak-Pihak Berelasi Pada PT. Perkebunan
Nusantara |1l (Persero) Medan, adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu
sebagal berikut :
1. Bagi PT. Perkebunan Nusantaralll (Persero) Medan
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini untuk PT.
Perkebunan Nusantara 11 (Persero) Medan yaitu sebagai berikut :
a. Pengakuan
Perusahaan seharusnya mengakui piutang tak tertagih yang telah
melewati satu periode akuntansi sebagai beban.
b. Penilaian
Seharusnya perusahaan menilai kerugian penurunan piutang tersebut
mencadangkan kedua pihak berelasi (Jic Wood dan PT. ESW).
c. Pencatatan
Pencatatan juga seharusnya dilakukan untuk kedua pihak berelasi

tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan untuk jumlah beban
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lain-lain pada laporan laba rugi. Perusahaan juga seharusnya membuat
koreks penilaian.
d. Penyajian
Perusahaan diharapkan menyajikan laporan laba rugi sesuai dengan
jumlah beban lain-lain yang telah dilakukan dengan adanya koreksi
penilaian atas beban untuk kedua pihak berelasi tersebut.
2. Bagi Pendliti Selanjutnya
Apabila tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian ini maka peneliti
selanjutnya harus mempunyai sumber referensi yang lebih banyak dan informasi
untuk tambahan pemikiran kajian dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan
dengan Implementasi Akuntansi atas Pihak-Pihak Berelasi yang diatur dalam
PSAK No. 7 aas Pihak-Pihak Berelasi dan menambah objek penelitian seperti
induk dan anak untuk pengungkapan mengenai transaksi di antara kedua objek

tersebut.
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